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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PROGRESIF
MOMOR : W.24 HN.D4.03-T69

Fada har inl Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 berempat di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
[ ]

1. MNama . Rakhmat Renaidy
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat . JI Dewi Sartika No, 23 Palu

Dalam hal ini bartindak untuk dan atas nama Meanteri Hukum, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU,

Il. MNama Abd. Rifai
Jabatan Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
Progresif
Alamat - Ji. Dai Malambang Mo. 07, Kelurahan Tuweley, Kecamatan

Baolan, Kabupaten Tolitali
Dalam hal ini bortindak untuk dan ates nama Perkumpulan Lembags Bantuan
Hukum Progresif, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

FPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjulnya disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan ;

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wiiayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merpakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi
Bantuan Hukum periode tahun 2025 sd. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum MNomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Husum yang Lulus Verifikas! dan Akredilasi ssbagal Pember Bantuan
Hukum Pariode Tahun 2025 s.d 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor
M.HH-6. HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang



Tarverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan mempernatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdaku
sebagal berikut:

1.

10.

14,

13,

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Lindang Nomar 168 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Momor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momer X8x

Feraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Femberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomeor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah MNomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Fenyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
MNomeor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentert Hubum dan Hak Asssi Manusia Rl Momor 10 Tshun 2048 lantang
Peraturan Peiaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 lentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penwaluran Dana Bantuan
Hukum {Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2130);

Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 901);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer 4

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Megara Republik
Indenesia Tahun 2021 Nomaor 97);

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2024 tentang
Crganisas: dan Tatz Keris Mamenterdan Hulum (Barita Macars Bapublid Indonaais
Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Momor 2 Tshun 2024 tentang
Urganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Feputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia Nomeor
M.HH-01.HN. 03.02 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Non Litigasi;

Feputusan Menter Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pamberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s d. 2027:

Keputusan Mentes Hulown Nomor MHHEUMO4 03 Tahem 3024 e
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakredilasi Kembali
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 =.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN MNomor PHN.HM.0403-810 Tahun 2023
tentang Panyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;



14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementeran Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor | SP DIPA-
135.11.2.693116/2025 Tanggal 21 Februar 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya dizingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum salaku Penyelenggara Bantuan Hukum_

2. Fantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah

3. Panitia Pengawas Pusat yang sslanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kena
AhUSUs o bewsh koordinasi Badan Pembinsan Hukum MNasiongl yang memiid
tegas dan  fungs: pengawasan, pemantauan, dan  evaiuasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
panyalanagaraan bantuan hukum di daerah

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

6. Pengawaszan adalah prosas pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan sacara langsung maupun tidak
:aﬂ;sun; sgor sosust dengan kebiiokan don helentusn peroturan penindang
undangan,

7. [Ewvaluasi adalah penilalan atau pengukuran dalam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum.

8. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

8. Har adalah hari kerja

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
{1) Peganjan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
;,23 n"EljﬂHilﬂh [ GBRBANGETT  OELaSn 1 tuRanT i :rm"r'u]uml UK SThOeTIRET
kepastian pembenan bantuan hukum kepads orang miskin atau kelompok orang

miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemben Bantuan Hukum
di Provinai Sulawesi Tengah



BAE Il
RUANG LINGEUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi |
a Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Megara, pada tahap
1 Penyidran'Sugaten'Mermarikeaan Pendahuluan
2)  Persidangan di Pengadilan Tingkat | ;
3} Persidangan di Pangadilan Tingkat Banding ;
4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
5)  Peninjauan Kembsali
b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
1) Panmyuluhan Hukom:
2)  Konsultasi Hukum;
3}  Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik:
4y  Penelitian Hukum,
5) Medasi;
SF  Nogosos,
7} Pamberdayaan Masyarakat;
2} Pandampingan di luar pengadilan; danfatau
8)  Draffing dokumen hukum.
¢ Hak dan kewsjiban, jangka wakiu, mekanisme penyelesaian perselisihan,
penanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi. dan
keadaan kahar (force majeure)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Dl 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
8. PIHAK KESATU
1}  Hak

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

b  Memberikan rekomendasi penjatthan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum ini.

2} Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
gilakisanakan gleh PIHAK KEDLLA saxual damesn Uakislan parmarinkh
dan peraturan perundang-undangan;

b} Memfasilitasi proses pencalran anggaran bantuean hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.



b.

i1

(2)

{3

{4)

FIHAK KEDUA
1}  Hak:

Mangajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan

hukum bagi orang miskin atau kelompok ocrang miskin kepada PIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2)  Kewajiban :

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
SrEng TMASKIN JenNgan SeUain-vainnya 565061 dengan Sandar IEyanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekenaan yang diatur pada
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini

b} Memberikan laporan semua pelakzanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATLU sacara berkala sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

€] Mengajukan kelengkapan dokumen pencalran anggaran  bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(ima) hari setelah pekerjaan selesal (untuk kegiatan nonlitigasi),

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
wimay nan seteleh pekerjoan sclossi slau dokumen ponanganan
perkara ditenma (uniuk kegiatan litigasi).

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA

untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang mizkin sabesar

s e

|t | JENIS BANTUAN | ARQgaran
| HUKLIM { : ! Total
. | F"en-:amm:ilu_n 2025 | Bantuan Hukum 2025
1 | LITIGASI | Rp. 12.000.000 - '
- : ' Rp. 14 700.000 -
2 | NONLITIGASI |R|:|-. 2.700.000.- |

Dengan nncian sebagsimana terampr,
Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementedan Hukum Provinsi Sulawes
TengahTahun Anggaran 2025,

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputuzan Menteri Hukum dan Hak Asaszi Manusia
Republik Indonesia Momor M HH-01.HN. 03.03 Tshun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum ktigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
AEDUA Wiap wajits membenian banhian hukum kopads orang atau kalomipok
orang miskin secara mandin/probono.
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BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Fasal 6
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi,
Memantauan dan evaluasl sebagasimana dimansud pada ayat (1) dilakukan cleh
Fanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tdak langsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
anggaran non litigasi ke non litigas)
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atay

kegiatan yang telah terbayarkan dan‘atau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum,

Paast 8

Fengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan

lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan

{addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peranjian

Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Triwulan || dan/atau Triwulan Ill Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum daniatau hasil pemantauan dan
evaluasi penyalenggaraan bantuan hukum

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan ||

satogamane oot 2} Sioksonolon dengon Yotentuan sobagai berikut

a) Perjanjian Peiaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telsh menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalinkan alokasi anggaran dari
FPemben Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |l tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDLUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingoa
pada trwulan |l sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
bamyak 70% dar sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 50% dari  anggaran vang tersedia, dengan
memperimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinere Pemberi Bantunn
Hukumn (IKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi.

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada trawulan 1l

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sasbagai berikut

a) Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersadia, dengan cara PIHAK KESATU mengalinkan alokasi anggaran dari
Femberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |1l tidak
mencapai 80% dari anggaran yang tersedia;

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga



(5)
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pada triwulan [l sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
s15a anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah  menyersp 100% dari anggaran vyang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersadiaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi:
Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampei
dengan ayat (4), pihak KESATU dapal melakukan Perjanjian Pelaksanaan
damuan Hukum Tamuahan (auaencumy atas kebijakan Badan Pembingan Hukums
Masional (BPHN) selaku Pantia Pengawas Pusat dan/atau kebijakan lain
pemerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi,
Dalam hal setelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(acdendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dar PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kemball dengan ketentuan yang diatur kemudian

Pasal @

Dalam hal Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
KESSTE t{:"“" L'LH:-I-F'E‘L w*’ﬁkﬂﬂ STy dimaksud WENpE perssiujunn wresih
dahulu dan Plr-m.l-c; KEDUA,

Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadikan bahan
pemantavan dan evaluasi olah PIHAK KESATU.

BAR VI
JANGKA WAKTU

Fasal 10
Pedjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku =ejak tanggal 02 Januar
2025 don boroithir poda tanggo! 09 Desomber 202E
FiHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januad
2025 sampal dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
barakhir.
Dalam hal batas wakiu Peranjian Pelaksansan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDLUA tidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya,
Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaxsanakan pada tahun beralan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini,
Parrbayaran anggoren bonhion huku Higosh honye dilakuban ontel pediam

EALEL LR LRIELAEELILRE | REL PR

yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjaian sesuai berfakunya
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl

Pembayaran anggaran bantuan hukum litigas! untuk perkara tahun anggaran 2024
yang beranjut ke tahun 2025 hanya dapat dilakukan ternadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2025,

Fasal 11

Pendampingen perkara Litigasi stau pelaksanaan kegiatan Monliigasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan

=d



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiriprobono tanpa
melalul APBEN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandin dalam Sidbankum.

BAB Vil
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAULAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKLIM

Nass 12

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU bardasarkan persatujuan dad Ketua Panwasda

{2} Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen tagihan sesual ketentuan sebagal dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan {reimbursement).

(3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilakzanakan mefalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nagara setempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
Ketonitan dan mekanisme yeng berfaka

(5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Penntah Pencairan Dana (5F20D) dalam
?{;égzsi&dbankmﬂ setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK

(8} PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permchonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permchonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATLI

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (8) dapat dianggap sebagai
pelanggaran.

Fasal 13
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai reslisasi
anggaran,
{2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagal objek pemantauan dan evaluasi

PIHAK KESATU serta menjadi dasar perfimbangan penetapan anggaran pada
tahun berkutnya.

BAB X
SAMNKSI

Pasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat pelanggaran palaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberkan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
Hepale BPHN Nomsr PHN-S5.HMN.04.02 iohury 2001  ‘entang Standar Layanan
Bantuan Hukum.

{Z) Poianggaran pelaksansan bantuan hukum yang bersifat pidana diberkan sanksi
sesudi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku.



(1)

(2)

{3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2}

(3

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pazal 15
FPARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhl Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan cleh keadaan kahar (force majeure).

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) melputi keadaan di luar kendali
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pembearontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Felaksanaan Bantuan Hukumn ini karena mengalami atau dipengarubi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara teriulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
han setelah terfjadinya Force Majeure.

Kerugian vang diderta dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
Sracat STanya Soice MEouwne DUREh mOTupeRan angoung jaweas TiniAk

KESATL, aarmikian puia sebaliknya.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pazal 16
PARA PIHAK dalam Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia
Dalam hal terfadi perselisihan antara PARA PIHAK yang fimbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl
socdopatl munghin disclesaikon sscorg musyowarah unhuh mulskat serls ahan
dijadikan sepagal bahan evaiuasi pada tahun anggaran benkutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 17

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
FIHAK dslam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-
masing mempunyai kekueatan hukum mengikat yang sama
Biaya Meteral untuk penandatanganan Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankon Yanads BILAW WEOLLA
Hai-hal jain yang beium diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diztur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelakzanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagail satu kesatuan yang
tidak terpizsahkan dar Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
Erg:bwm mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan

uk



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perjanjian inl pada tanggal tersebut di atas dan melaksanskannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perdanjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyal kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diparbanyak sesual
kebutuhan tanpa dibubuhi mataral.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEFALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPLULAN
KEMENTERIAN HUKUM SULAWES] LEMBAGA BANTUAN HLIKLIM
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